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GUBERNUR SUMA TERA SELA TAN 

PERA TURAN GUBERNUR SUMATERA SELA TAN 

NOMOR: 11 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA 

BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR T AHUN 2008 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubemtu· Sumatera Selatan 
Nomor 14 Tahun 2007 telah ditetapkan Penghitungan 
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan 

Kendaraan di Atas Air serta Bea Batik Nama 
Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Atas Air 
Talmn 2007; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan Pera.turan Meoteri Dalam 
Negeri Nomor 22 Tahun 2008 dan Nomor 23 Tahun 
2008 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan 
Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Batik Nama 
Kendaraan Bennotor, Pajak Kendaraan di Atas Air 
dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air 
Ta.bun 2008; 

c. bahwa guna menindaklanjuti 2 (dua) Peraturan 
Menteri Dalam Nege1i sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, perln menetapkan Peraturan Gubemlll" 
Sumatera Sela.tan tentang Penghitw,gan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan B.ennotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Kendaraan di Atas 
Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air 
Tahun 2008. 

L Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ; 

2. Undang ..... 
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2. Undang-Undang R l  Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara 
RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 3480) ; .., 

3. Undang-Undang RI Nornor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undan g -Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 2•16, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; r 

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara RI Taltun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Talum 2008 
(Le111baran Negara RI TahLm 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); � 

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
PerimbaQgan Keuaggan antara P�mf.rin,t:1h i:>,_,�,,, · _,:!:,n 

Pemciintah,111 Daerah (Lembaran Negara Rl fahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembara11 Negara 
Nomor 4438) ; 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara 
R 1 Tahun 1993 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3530) ;L 

7. Peraturan Pemerintah RT Nomor 65 Tahun 200 I 
tentang Paj,1k Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4 138) ; 

8 .  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 
l l Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Sclatan 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 · Nomor 2 Seri D) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor I 0 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 

Nomor 10); \ 

9. Peraturan ..... 

.---
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9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 
11 Tahu11 200 I tenlang Pembentukan, Susunan 
Organisasi clan Tata Kerja Unit Pclaksana Tcknis 
Dim1s ( U PTO) Dinas Pendapatan Dacrah Provinsi 
Sumalera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 200 I 
Nomor 16 Seri D); v 

Io. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 
22 Tahun 200 I tcntang Pajak Kendaran Bennotor clan 
Kendaraan di Atas Air (Lernbaran Daerah Tahun 
200 I Nomor I Seri A); v 

11 Peraturan Daerall Propinsi Sumatera Selatan Nomor 
23 Tahun 200 I tentang Bea Batik Nama Kendaraan 
Bennotor dan Kendaraan di Alas Air (Lembaran 
Daerah Tahun 200 I Nomor 2 Seri A). v 

MEMUTUSKAN 

Mcnetapkan PERATURAN GUBERNUR SUMA TERA 

SELATAN TENTANG PENGHITU GAN OASAR 

PE. 'GENAA PAJAK KENDARAA RKRM_f!'t.0.D 
DAN BEA BALIK NAMA I<ENOARAAN 
BERMOTOR, PA.JAi< KE OARAA 01 ATAS AIR 
DA BF,A BALIK ANIA l<E OARAA DI ATAS 
AIR TAIIU 1 '.!008. ,, 

BAB I 

Kl!Tl�NTlJAN lJMIJM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubcrnur ini yang dimaksud dengan : v 

I. Gubemur aclalah Gubernur SLUnatera Selatan. 

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Kendaraan Bennotor adalah semua kendaraan beroda 
dua atau lebih bese11a gandengan.1ya yang digunakan 
di scmua jcnis jalan dara:, dan digerakkan oleh 
peralatan teknik bcrupa motor atau peralatan lainnya 
yang bcrfungsi untuk mcngubah sualu sumbcr daya 

li11crgi ..... 
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encrgi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bennotor yang bersangkutan, tennasuk alat-alat berat 
dan alat-alat besar yang bergerak. V 

4. Kendaraan di Aras Air adalah semua kendaraan yang 
digerakkan olch peralatan teknik berupa motor atau 
peralata11 lainnya yang berfongsi untuk mcngubah 
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 
gerak kendaraan yang bersangkutan yang cligunakan 
di atas air . , 

5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bennotor 
yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau 
barang yang dipungut bayaran, memiliki izin antara 
lain izin trayek atau izin usaha angkutan, dan 
meng1,'llnakan Tanda Nomor Kendaraan Bennotor 
(TNKB) dengan wania dasar plat kuning, serta hurnf 
dan angka warna hitam. v 

6. Pajak Kr;11daraan Bennotor yang st'lanjutnya 
disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas 
kepcmilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

tiermotor. 

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disingkat BBN-K.B_ adalah pajak alas 
penyerahan hak mjlik kendaraan bem1otor sebagai 
akibat perja11jian dua pihak atau perbuatan sepihak 
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, dan atau pemasukan ke 
dalam badan usaha ; '✓ 

8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan 
bennotor yang mengalami perubal1an teknis dan / atau 
bentuk serta penggunaannya . v 

9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak 
adalah alat-alat yang dapat bergerak/ berpindah 
tempat clan tidak melekat secara pennanen . t 

I 0. Pajak Kendaraan di Alas Air yang selanjutnya 
disingkat PKAA adalah pajak atas kepemilikan 
dan/alau pcnguasaan kendaraan di at·as air .-

11. Bea Batik Narna Kendaraan di Atas Air yang 
selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah pajak atas 

Penyerahan ... .. 

l!Pfliil � 



-5-

penycrahan hak milik kendaraan di atas air sebagai 
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
kcadaan yang terjadi karena jual beli. tukar mcnukar, 
hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan 
usaha .. 

12. Harga Pasarau Umum yang selaojut:nya disingkat 
HPU, ada.lah harga rata-rata yang diperoleh dari 
sumbcr data, antara lain Perusahaan Pemegang 
Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor, dan 
daii tempat penjualan kendaraau di atas air. ✓ 

13. Tahun Pembuatan adalah tal1Lm perakitan dan / atau 
tahun yang ditetapkan berdasarkai1 registrasi dan 
identifikasi oleh pihak berweaai1g. v 

14. Umur rangka / body adalah tunur kendarnan di_ alas 
air dihitung dari tahun pembuatan rangka / body. , 

I 5. Umur motor adalah umur motor kendaraan di alas air 
dihitung clari tahun pembuataa. ,._ 

BAB. If 

NILA! .IUAL DAN DASAR PENGENAAN PKB, BBN­
KB, PK.AA DAN BBN-KAA. 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 
Nomor 22 Tahw1 2008 tentang Penghitungan Dasai· 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bennclor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bennotor, clan Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
di Atas Air dan Bea Batik Nama Keadaraan di Atas Air 
Tahun 2008 di Slll11atera Selatan. '.· 

Pasal 3 

(I) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian 
dari dua tmsur pokok yaitu nilai jual kendaraan 
bermotor dan bobot yang mencerminkan secara 
rela1ir kadar kerusakan jalan dan pence111ara11 
lingkungan akibat pengglll1aan kendaraan bennotor. 

(2) Dasar ..... 
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(2) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual 
kendaraan bennotor. ✓ 

Pasal 4 

(I) Nilai jual kendaraan be1111otor sebagai penghitu11gan 
dasa.r pengenaan PKB dan BBN-KB tercantum pada 
kolom 6 Lampiran I Pcraturan Menteri Dalam Negt:ri 
Nomor 22 Tahtm 2008 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan PKB dan BBN-K.B Tahun 2008.1.-

(2) Nilai jual kendaraan bennotor ubah bentuk sebagai 
dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasd 
penjumlahan nilai jual sebagai111ana tercantum pada 
kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk 
yang 1ercantw11 dalam Lampiran II Pt:ratunm Mcnlcri 
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Penghittu1gan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-I<.B 
Tah1111 2008 1, 

(3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PK.B 
ditetapkan sebagai berikut 
a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, 

1W1iu·uus, 1W1croous, Bus, Sepeda Motor ct·an 
sejenisnya, sebcsar 1,00; 

b. Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30; 
c. Alat-alat berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00. 1 

Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 3 ayat (I) tercantutn pada kolom 8 
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
22 Tahun 2008 tentang Penghittmgan Dasar 
Pcngenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008. 

(2) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan umum 
ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I). v 

(3) Dasar Pengcnaan PKB untuk kendaraan alat-alat 
berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% 
(enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) v 

Pasal 6 (I) Dasar ..... 
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Pasal 6 

( I )  Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Penghitw1gan Dasar Pengenaan PKB 
dan BBN-KB Tahw1 2008. i/ 

(2) Dasar Pengcnaan BBN-KB untuk kendaraan umum 
ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
Dasar Pcn�enaan BBN-K B scbagaimana dimaksud 
pada ayat (] ). i. 

(3) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat 
berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60'¼, 
(enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan BBN-KB 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  

Pasal 7 

( I )  Dasar penge11aa11 PK 8 ubah bentuk, adalah N ilai 
J ual Kendaraan Bermotor sebagaimana dirnaksucl 
rada f'&s·ai' 4' aya( (2} m·�ai�'kan a'engan OODOl 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3). 

(2) Dasar pengenaan PK13 ubah bentu.k tmtuk ke11daraan 
umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) 
dari dasar pengenaan PK.8 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I).  

(3) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bemuk, adalah nilai 
jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 ayat (2). •. 

(4) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bentuk untuk 
kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% ( enam 
puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 8 

( I )  Dasar pcngcnaan PKAA clan BBN-K/\/\ adalah nilai 
jual kcndaraan di atas air. 

(2) Nilai Jual . . . . .  
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Nilai jual kendaraan di alas air 
tcn;antum dalam ayat (I ) ditctapkan 
HPU atas Sllatu kendaraan di atas air. v 

sebagaimana 
bcrdasarka11 

(3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) lidak dikelahui, nilai jual kendaraan di atas air 
dihilung berdasarkan pcnjumlaban antara nilai jual 
rangka/ body dan nilai jual motor penggerak 
kendaraan di atas air. 1,,· 

Pasal 9 

(I)  Nilai jual rangka/hody kendaraan di alas nir dihcdakan 
111enurut jenis, isi kotor ( b'TOSS tonage), fungsi, dan 
umur r:ingk:i/body. v 

(2) Jenis kendaraan di alas air dibedakan berdasarkan 
konstruksi sebagai be1ikut : , 

a. Konstruksi Kayu; 
b. Konstruksi Serat, Fiber, Karel, dan sejenisnya; 
c. Konstruksi Besi, Baja, Fen-ocemcnt dan 

.. '.<'; l/�l1il'l}\!11 

(3) Penggunaan kcndaraan di alas air dikclompokkan 
berdasarkan fungsi sebagai berikul : 1· 

a. untuk 11,cnangkap ika11; 
b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, dan 

pengerukan; 
c. untuk pesiar, olalu·aga, dan rekreasi. • .. . 

(4) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya 
kuda (PK) dan umtu· motor. ·� · 

Pasal I 0 

Dasar pengenaan PKAA dan B B N -KAA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l)  tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Nege1i Nomor 23 
Tahun 2008 te111ang Penghitungan Dasar Pcngenaan 
PKAA dan BBN-KAA Tahun 2008. · .. · 

Pasal I I 

(I) Gubcrnur clapat menetapkan dasar pengenaan PKB 
dan B B N -KB untuk kendaraan bermotor : •/ 

a. Jen is ..... 

I ' I ' 
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a. Jenis, merek dan tipe kendaraan bcnnotor yang 
belum tercantum dalam Larnpirau Peraturan 
Mente1i Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 
dan belum ditetapkan Dirjen Bina Administrasi 
Keuangan Daeral1 atas nama Me11teri Dalarn 
Negeri, maka tmtuk tahun pembuatan terbarn, 
nilai jualnya ditetapkan sesuai dengan HPU yang 
berlaku di Daerah tidak tennasuk PKB dan 
BBN-KB ; \./ 

b. Jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor untuk 
tahun pembuatao lebih tua yang tidak tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 22 Tahun 2008, maka nilai 
jualnya ditetapkan dengan membandingkan 
jenis, merek, typ..:, isi cylinder clan tahun 
pernbuatan dari negara produsen yang sama; 

c. Jeois, merek, dan tipe telah tercantt.un dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 22 Tahun 2008, tetapi nilai jual unluk 
tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka 
besarnya nilai jual dihitt.mg dengan penambahan 
5 % (i'ti11a persenJ se(1·ap taJiun cfari nffa1· J·uar 
tahun sebelumnya ; ,/ 

d. Jenis, merek, clan tipe telah tercantum dalarn 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 22 Tahun 2008, tetapi nilai jual untuk 
tahun pernbuatan lebih tt.ia tidak tercanturn, 
maka nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai 
jual tahun pembuatan tcrakhir dengan penunman 
5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal 
penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan 
dengan HPU yang berlaku di Daerah ; v 

(2) Gubernur dapat menetapkan nilai jual kendaraan 
bermotor sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN­
KB yang belum tercantum dalam Peraturan !'v1enteri 
Dalam Negeri, atas 
a. tambahan atau selisih nilai jual kendaraan 

bermotor ganti mesin; 
b. kendaraan bennotor ubah bentuk lainnya ; 
c. kcreta gandeng atau tempel. v 

(3) Gubcmur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar 
pengcnaan PK.AA dan BBN-KAA yang belum 
tercantum clalarn Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri, di atas : V 

a .  Gandengan . . . . .  

--
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a. gandengan/tempel (ponton, tongkang dan 
sejenisnya). 

b. kendaraan di atas ai.r dengan isi kotor ktmmg dari 
'I GT. ·-

Pasal 12 

Penetapan dasar pengenaan PKB, B B N -KB, PKAA dan 
BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 
dilaporkan kepada Meuteri Dalarn Negeri paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sctelah ditetapkan. 1.. 

BAB III 

PELlMPAHAN WEWENANG PENETAPAN 
NILAI JUAL KEN DARAAN BER.MOTOR 

DAN KENDARAAN DI AT AS AIR 

Pasal 13 

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah, untuk menetapkan Nilai Jual 
,K:m.daa,.-w .JbmCfttJt"ifaW K'°<.:tfCJalaalf ur /'\·1�1s ,,,.•,j seullgm' 
dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA 
termasuk ubah bentuk, gandeng dan tempel sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 . .. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pelaksaoaan Peraturan Gubemur ini akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. •. 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, rnaka 
Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 
2007 tcntang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Nalik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Kcnclaraan di Atas Air da11 Bea Balik 
Nama Kenclaraan di Atas Air Tahun 2007, dicabut dan 
dinvatakan tidak berlaku . - J 

Pasal 16 Peraturan .... 

mmr 
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BERITA DAERAH t>ROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B

F SUWARDI

SEKRETARlS DAERAH PROVINSI
SUTERA SELATAN,

IALOESMAN

../

VltSYA
2008.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2008

VGUBERNUR SUMA TERA SELATANt .

orang rnengetahuinya, mernerintahkan
Peraturan Gubernur ItU dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Agar setiap
pengundangan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 16
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. SYAHRIAL OESMAN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
H. MUSYRIF SUWARDI 


